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Kata Pengantar

Diktat ini ditulis dalam mn{,ka memenuhi balian bacaan bagi mahasiswa

STIHPADA dalam menempul mata kuliah Hukum Agrana, diktat ini disusun dalam
} (tiga) bagian yaitu masa penjajahan Belanda dcngan Hukum Agrana Kolonial
yang dikenal dengan AGRARISCHE-WET S. 1870 No.55, masa kemerdekaan
Republik Indonesia yang masili berlaku dualisme dalam Hukum Agraria /
Pertanahan dan masa lahimya Undang-undang Nomor 5 'Ta'hun 1960 tentang
Peraturan Dasar Pokok Pokok Agrana yang dikenal dengan UUPA beserta perafuran
pelaksanaannya, materi ini yang dibahas konsepsi-konsepsi Hukum ‘Agararia Barat,
Hukum Agrara Adat. Hukum Agraria Nasional (UUPA) beserta politik hukum
Agrananya dan Rantangan Hukum Agraria Nasional *hingga diberlakukannya
UUPA diseluruh Republik Indonesia dibahas juga mengenal Ruang Lingkup Bumi.

Air dan Ruang Angkasa, Penguasaan tanah oleh Negara., Hak-Hak atas tanah
berdasarkan UUPA dan Pendaftaran tanah secara 51st1matlk dan sporadls beserta

peraturan pelaksanaannya.

STIHPADA dalam kesempatanini juga menyampaikan terima ka_.sih kepa'da Ketua

Stkolah Tinggi Ilmu Hukum Sumpah Pemuda Dr. H] J auhariah,SH. Ml'gl yang
telah mcmpercayakan kepada penulis mengasuh mata kuliah Hukum Agrana

Diktat ini masih banyak kekurangannya dengan kerendahan hati penulis akan

menerima berbagai kritikan maupun saran untuk Lesempumaan dan kelancaran mata
kuliah Hukum Agraria. '

Palembang  September 2021

‘Penulis
I‘Ij. Siti Sahara 3 SII:-,'M:Si

Zakaria Abbas,SH.,M.Hum
Rusmini, SII&, MII
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Hukum Agraria

BAB |

PENDAHULUAN

DEFINISI, PENGERTIAN, LANDASAN HUKUM AGRARIA, LETAK HUKUM

DAN SUMBER HUKUM AGRARIA

A. Definisi Hukum Agraria

Definisi Hukum Agraria adalah : Keseluruhan kaidah-kaidah hukum baik tertulis
maupun tidak tertulis yang mengatur Bumi, Air, Ruang Angkasa dan kekayaan alam yang
terkandung didalamnya.

Hal i sesuai dengan pertimbangan bahwa pengertian Agraria sesuai dengan

Undang Undang Pokok Agraria selanjutnya disebut UUPA kekhususannya dalam pasal 1

ayat 2, yang meliputi Bumi, Air dan Ruang Angkasa.

B. Pengertian Agraria dan Hukum Agraria
I. Pengertian Agraria

Dalam kepustakaan lama :

Perkataan Agraria berasal dari bahasa yunani / Girik Purba yaitu : AGER berarti ladang

atau tanah. Dalam bahasa latin “ AGRARIUS “ yaitu apa-apa yang berhubungan dengan
masalah tanah yang artinya Perladangan Pertanian. Dalam bahasa Inggris “ LAND “ yang

berarti tanah / ladang. Dalam Undang Undang Pokok Agrania ( UUPA ) pengertian agraria

dapat berarti luas dan sempit, Dalam Arti Luas yaitu : mengatur Bumi, Air, dan Ruang

Angkasa ( pasal 1 ayat 2 ).
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B. PENJE]
“LASAN PASAL DEM] PASAIL
rﬂsal | Penjel U (a
. .]askan dalam berjerasan LUmum (11 angky | enya
dijelas™ ., dan “tanah”, sebagaj : ). Dalam 1154, at peng
gah © mi” dan _ gal yang | LA PTITTR P _
S"ngcrtlﬂn ..bllcmukaan bt 8 dirumuskan dalam paSalb] anddng Pokok Apraria diadakan perbedann sahan
« pah” jalah P Yal 3 dan pasal 4 ayat 1. Yang dimaksud dTmn >
“a 5 ngan n pasa

ngertian “bugni“ dan “air” dengan ry
pt:fl“asan ?eaf_kemungkmannya dalam wakty-yw 52 adalah be

ke nungkim “Waktu yang akan datang rangkutan dengan kemajuan tehnik dewasa in; dan
Pasﬂl 2
ah giuraikan dalam Penjelasan Umum (11 angka 2). &
Su q .
alaun |
dalam ayat 4 adalah bersangkutan dengan azas ek :
/ otentuan . ¢ sif €Konomi dan medebe
e, 500 o demikian k. pelimpapa oy, PPN s Pemesingh Pt o35 s
dang Pasar)- : an wewenang untuk melaksanak i Ne A -
H::adaf merupakan megzge\;n‘i Se%ala Sésuatunya akan diselenggarakan mcnﬁ?ul:ik pcr;umguasaandia;‘n .
l'dak boleh bertentangan deng, pentingan nasional. Wewenang dalam bidang a "g S ya dan sudah barang tenty
:agi ocah it grara dapat merupakan sumber keuangan 3 &
sus
.
pasal 3-
; s layat dan hak-hak it ; - -
dimaksud dengan hi_'k mayd _ yang serupa itu” ialah apa yang didalam hukum adat disebut :
:[bael:‘-%h'l kingsrecht”. Selanjutnya lihat Penjelasan Umum (II angka 3). daacmen J:a
<

qudah dijelaskan dalam Penjelasan Umum (II angka 1).

Pasal 5.

Pasal 6.

' i sosl ini diuraikan dalam Penjelasan
Tidak hanya hak milik tetapi semua hak atas tanah mempunyai fungst sosial. Hal ini telah

Umum (I angka 4).

Pasal 7.

g telah diuraikan dalam Penjelasan Umum (11 angka 7).

ondbezit” sebaga YOt ada pengecualiannya.

Azas yane menegaskan dilarangnya “groot-gf ap azas ini tid
Soal ;:m%alti;ngitu diatur lebih lanjut dalam pasal 17. Terhadap

ukaan bumi saja, maka

itu hanya mcmbcri t rkandung didalam
_hak atas tanah 1tu ‘i ke{(aym.kekayaan alam yang te ik

. tidaklah mengenal | n yang dimaksudk Senttiig
"eWenang-wewenang yang be“s““‘b"’(f]aﬁpi:f::: itu maka Pc"gam‘;“::d:s;nﬁimmbangm dan lain-lainny2
e -

okal bag! perundan

23
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